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ABSTRAK

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch dalam 4 tahun terakhir, kasus
korupsi terkait delik merugikan keuangan negara merupakan yang paling banyak
dilakukan dan naik secara signifikan setiap tahunnya. Dalam penjatuhan pidananya,
tak jarang pula terjadi disparitas.pemidanaan. Demi. mewujudkan keadilan dengan
memperhatikan' proporsionalitas pemidanaan dan kepastian hukum, Mahkamah
Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal
yang menarik adalah meski sudah terdapat pedoman dalam penjatuhan pidana
terhadap delik terkait, tapi masih terdapat putusan pengadilan yang mengabaikan
ketentuan dari PERMA tersebut. Salah satunya dapat dilihat pada putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg. Rumusan
masalah dalam penelitian ini mencakup: 1) Bagaimanakah penerapan dari PERMA
No. 1 Tahun 2020 dalam Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg; dan 2)
Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
dalam Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg. Untuk mendapatkan data,
digunakan metade yuridis empiris dengan pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan,
bahwa: 1) Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam Putusan No.
33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg, belumlah diterapkan secara sempurna oleh majelis
hakim. Dalam penjatuhan pidananya, hakim kurang cermat dan kurang hati-hati
sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih rendah dibanding tingkat
kesalahannya; dan 2) Dasar pertimbangan. hakim dalam menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa / idalam-- Putusan — No.- 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg,
mempertimbangkan peran terdakwa yang walaupun sebagai penggerak atau otak
dari tindak pidana korupsi ini, tapi terdakwa tidak akan bisa melaksanakannya jika
tidak ada kerjasama dengan orang yang berwenang dalam kontrak Pengadaan
Alkes. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana yang lebih rendah
dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
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